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DENGAN
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Pada hari Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-
08-2017), bertempat di Lumajang y&dng bertanda tangan di bawah ini :

1.

2.

AGUS BUDIANTO, S.STP.

EDY SURYANTO, S.Sos, M.Si.

Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lumajang, yang
berkedudukan di Jalan Alun-Alun
Utara Nomor 7 Kabupaten
Lumajang dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kepala
Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Lumajang, yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU

Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Probolinggo, yang
berkedudukan di Jalan Raya
Panglima Sudirman No. 134
Kraksaan dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kepala
Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Probolinggo, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA
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Berdasar Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo
Nomor 180/ 35/ 426.31/ 2017 dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang
Nomor 130/ 09/ 427.11/ 2017 tentang Kerjasama Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerjasama Pemutakhiran Batas Daerah Antara
Wilayah Administrasi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten
Probolinggo,dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam
pasal-pasal berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

(1) Maksud kerja sama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan
Pemutakhiran Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Lumajang
dan Kabupaten Probolinggo.

(2) Tujuan kerja sama ini adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan tertib adminisirasi wilayah pemerintahan;
b. Mewujudkan kepastian hukum batas daerah antara wilayah
administrasi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo;

c. Merencanakan dan melaksanakan pemutakhiran data batas daerah
wilayah administrasi antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten
Probolinggo berupa perapatan batas daerah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama adalah sebagai berikut :
a. Penegasan Perapatan Batas Daerah antara Wilayah Administrasi
Kabupaten Lumagjang dan Kabupaten Probolinggo;

b. Pemasangan Pilar Batas Daerah hasil Penegasan Perapatan Batas
Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf a.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PARA PIHAK adalah :

a. Menyediakan data dan informasi unsur batas daerah Wilayah
Administrasi Pemerintahan masing-masing, baik batas daerah di darat
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berupo batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan terluar maupun
batas daerah di laut; :

b. Menyediakan anggaran bersama yang dibutuhkan untuk ke_gioton
penetapan dan penegasan batas daerah; = )

c. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait tentang perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan penegasan perapatan batas daerah
secara kartometrik.

d. Melakukan tindak lanjut hasil pemutakhiran perapatan batas daerah
yang telah ditetapkan.

e. Melaporkan hasil Penetapan Perapatan Batas Wilayah yang telah
dilckukan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Provinsi Jawa
Timur.

(2) Hak PARA PIHAK adalah mendapatkan data dan informasi pemetaan
hasil Penetapan Perapatan Batas Wilayah antara Kabupaten Lumajang
dengan Kabupaten Probolinggo.

‘Pusal 4
JANGKA WAKTU PERJANIJIAN

(1) Jangka waktu Perianjian ini terhitung selama 3 (tiga) tahun mulai berlaku
sejak tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas (27-
07-2017) sampai dengan tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua
Ribu Dua Puluh (27-07-2020), serta dapat diperpanjang dengan
kesepakatan PARA PIHAK,

(2) PARA PIHAK sepakat unituk saling memberitahukan maksudnya untuk
memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dan/atau dalam waktu yang
disepakati PARA PIHAK.

(3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan
dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka
Perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal
berakhirnya Perjanjian.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keria sama ini disepakati
oleh PARA PIHAK untuk dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang dan Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo sesuai fungsi dan
tanggung jawab PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN

(1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu

(2)

(1)

perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri kerja sama ini
yang berlaku efekfif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan
pengakhiran tersebut;

b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang
diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi
atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat
teguran/peringatan secara tertulis sebanyak 2 (Dua) kali dengan
tenggang waktu masing-mdsing surat teguran/peringatan minimal 10
(Sepuluh) hari kalender;

c. Adanya perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
disepakati bersama;

d. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat
pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.

Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah
timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu
Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai
terselesaikannya  kewajiban  tersebut oleh Pihak yang wadijib
melaksanakannya.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force
Majeure”) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan,
kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak
yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda
pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut
meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-
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(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah
yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Dalam hal terjadinya peristwa Force Majeure, maka Pihak yang
terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh
Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan
adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara
tertulis paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender sejak saat terjadinya
peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari
pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force
Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure waijib
mengupayakan secara  maksimal  untuk tetap  melaksanakan
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah
peristiwa Force Majeure berakhir.

Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus menerus
hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure
akan melebihi jangka waktu 14 (Empat Belas) hari kalender, maka PARA
PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam
Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu
kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK, tidak termasuk
oleh keadaan dengan hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian PARA PIHAK.

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai
akibat terjadinya peristiwa Force Majeure merupakan tanggung jawab
PARA PIHAK.

Apabila kondisi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini
mengakibatkan adanya perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai
penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam
Perjanjian ini, PARA PIHAK akan mengedepankan kebersamaan dengan
melakukan koordinasi, negosiasi dan musyawarah untuk mencapai
mufakat,

Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu
15 (Lima belas) hari terhitung sejak terjadinya perselisihan, maka PARA
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